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PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.G/2020/PA.Pyb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang mengadili perkara-perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Supir, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sipapaga
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal,
sebagai Pemohon;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sipapaga
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal

03 Februari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

52/Pdt.G/2020/PA.Pyb, tanggal 03 Februari 2020, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1990 Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sipapaga
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan
Termohon berstatus gadis, dan yang menjadi wali dalam pernikahan
tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Barones, dan
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diwakilkan secara lisan kepada tuan gadi bernama Kholil, dan saksi nikah
yang ditunjuk dua orang bernama Samuddin dan Lahuddin dengan mas
kawin berupa uang sebesar Rp. 700.000. (tujuh ratus ribu rupiah) di bayar
tunai;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyabungan, Kabupaten
Mandailing Natal;

4. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan
Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna Perceraian;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
orangtua Pemohon Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal, selama, kemudian pindah kerumah pribadi Pemohon
dan Termohon di Desa yang sama, sampai pisah;

6. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah
berhubungan layaknya suami isteri (bada ad-dukhul), dan sudah
dikaruniai 5 orang anak bernama;

a. Uddin (laki-laki), telah menikabh;

b. Tiahnur (perempuan), telah menikah;

c. Sapridah (perempuan), telah menikah;

d. Ratna Sari (perempuan);

e. Muhammad Rajab (laki-laki) saat ini tinggal dengan Termohon;

7. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak tahun 1997
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus
antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh
Termohon memiliki pria idaman lain;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon terjadi pada tahun 2010, penyebabnya karena Pemohon tidak
tahan lagi bersama dengan Termohon sebab kejadian dulu saat
Termohon yang ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain belum bisa
Pemohon lupakan, sehingga Pemohon merasa tidak ikhlas hidup bersama

dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon pun memutuskan untuk
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berpisah dengan Termohon, kemudian Pemohon pun pergi meninggalkan

kediaman bersama;

9. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah

dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

10. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah
mendamaikan Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan
ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan
Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

PRIMAIR:;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon(Xxxxxxxxxxxx) dengan Termohon
(Xxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1990 di Desa
Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan
Agama Panyabungan;

4. Membebankan kepada Pemohonuntuk membayar semua biaya yang
timbulakibat perkara ini;

SUBSIDAIR:;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap

ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;
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Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti tertulis;

1. Fotokopi surat keterangan nomor B- 27/Kua.02.13.01/Pw.01/01/2020 tanggal
04 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang telah diberi
meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan cocok lalu
diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi surat keterangan nomor 470/06/Kdsp/2020 tanggal 04 Februari
2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sipapaga, Kabupaten Mandailing
Natal, yang telah diberi meterai ditelah dicap pos serta dicocokkan dengan

aslinya dan cocok lalu diberi tanda bukti (P.2);

A. Saksi;

1. saksi umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat
tinggal di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal, mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah
sebagai Adik kandung Pemohon, saksi menerangkan di bawah sumpah
pada pokoknya sebagai berikut,

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri,
dari perkawinannya sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini

tinggal bersama Pemohon;
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- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat
kediaman di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal, sampai pisah;

- Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun
2010 sering terjadi perselisihan;

- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan Pemohon dengan
Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki- laki
lain;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon
tidak satu rumah dalam jangka waktu yang lama;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman,
sehingga sampai sekarang sudah 10 tahun;

- Bahwa, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak
pernah kumpul bersama lagi dan tidak saling mengunjungi lagi;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan
Pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon,

tetapi tidak berhasil;

2. saksi umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat
tinggal di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal, mengaku hubungannya dengan Pemohon adalah
sebagai tetangga, saksi menerangkan di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut,

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri,
dari perkawinannya sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini
tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat
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kediaman di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten
Mandailing Natal, sampai pisah;

- Bahwa, saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun
2010 sering terjadi perselisihan;

- Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan Pemohon dengan
Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki- laki
lain;

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon
tidak satu rumah dalam jangka waktu yang lama;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat kediaman,
sehingga sampai sekarang sudah 10 tahun;

- Bahwa, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak
pernah kumpul bersama lagi dan tidak saling mengunjungi lagi;

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di upayakan
Pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon,
tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim

menyatakan bahwa tahapan pembuktian dinyatakan selesai;

Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan
yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon segera diputus

dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah
tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk
mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap

telah termuat dalam putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta
penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon , Pemohon
bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka
perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan
berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon
bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Panyabungan, maka
perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama
Panyabungan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang
kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi
Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak pernah hadir menghadap di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya karena
itu sejalan dengan maksud pasal 149 R.Bg dan dalil syar i’ dari Kitab Ahkamul
Qur an, karangan Imam Al Jashshash, Juz V, halaman 90, Darul Ihya Al Tarots,
Bairut, 1992:

4oV Ib 50 ot b uld) 586 e S ) g3 0

L

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan
sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka
dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya”
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sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja
tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya

sehingga perkara ini dapat diperiksa di tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis.
Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah
berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai
suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh
Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang menjadi
dalil pokok dari permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar
diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan

bahwa:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2
memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon
(XxXxXxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sipapaga Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Termohon) untuk menjatuhkan talak satu
raji terhadap Termohon (XXxXXxxxXxxxxX, umur 47 tahun, agama Islam,

Pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa
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Sipapaga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagai
Pemohon) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata
khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka
berdasarkan azas lex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran Termohon
dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam
namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek peradilan Agama,
khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa
perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan
yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam
peraturan perundangan (vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian
Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraiannya
tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon dalam
pokok sengketa perkara ini adalah adanya perselisinan dan pertengkaran yang
terus menerus, dan telah sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam
rumah tangga maka sesuai ketentuan berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terlebih dahulu mendengar pihak
keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan
alat-alat buktinya yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah (bukti P);serta 2 orang saksi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam

perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Januari 1990.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah
dinazegelen, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok,
sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya alat
bukti P tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat
sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan
demikian Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami istri yang sah
sampai saat ini, sehingga Pemohon dalam perkara ini merupakan pihak yang
memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga
permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Pemohon dapat dinyatakan
sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini
(persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang
merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon
dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil
permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri
dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
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Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil
permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri
dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon
bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah
dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan menerangkan
bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Pemohon bahwa rumah tangga
Penggugat dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Pemohon penyebab
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh
dengan laki- laki lain;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Pemohon akibat dari
pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal
bersama selama 10 tahun, antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi,
tidak ada nafkah, tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan

kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi telah menasehati Pemohon agar tetap
rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sudah menasehati Pemohon

untuk rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon masih terikat suami isteri yang sah dan
belum pernah bercerai;

2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tanggaPemohon dan Termohon
harmonis;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi
pertengkaran berupa tidak tinggal bersama dalam jangka waktu lama;;

4. Bahwa penyebab pertengkaran karenaTermohon selingkuh dengan laki-
laki lain;

5. Bahwa, akibat pertengkaran akibat tersebut antara Pemohon dan
Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 10 tahun, antara
keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, tidak ada nafkah, tidak
saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan kewajiban
masing-masing sebagai suami isteri;

6. Bahwa, sudah ada upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;
1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengakaran yang
sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 10 tahun;

3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan
(2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak

ada harapan lagi untuk kembali rukun.
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Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal — pasal tersebut terdapat
unsur — unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak
maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus.

- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak
ada harapan untuk kembali rukun.

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan menghubungkan fakta — fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon
dipandang telah memenuhi unsur — unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Pemohon dan
Termohon sudah sering terjadi pertengakaran, sehingga unsur pertama telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Pemohon
dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selamalO tahun yang
menyebabkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama,
lagi, tidak ada komukasi, tidak ada nafkah yang diberikan, serta sudah tidak
saling peduli dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri,
sehingga unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Mejelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan
sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradialan Agama dengan purbahannya jo Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Pemohon
agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta
Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon
sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur

ketiga juga telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi
pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad
Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum
syar’l bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan
lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan
keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan

menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Figih yang berbunyi:
E'd]_..a.ch \TLTL_‘.‘L \51:, ,:..3.& .....uu.ah c-_)..‘n

Artinya: Menolak kemudharatan lebih  utama  daripada  menarik

(mempertahankan) kebaikan;

T IS Ve Ll e ) (it el 1

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana
yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih

ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, dengan tetap mempertahankan
pernikahan Pemohon dan Termohon akan menyebabkan penderitaan bagi
kedua belah pihak yang akan membahayakan kehidupan rumah tangga
keduanya dan juga membahayakan bagi diri dan perkembangan anak-anak
Pemohon dan Termohon sebagaimana amanat yang ditegaskan oleh
Rasulallah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331

yang berbunyi:

el g neg i
Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula

membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga

sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di
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atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena

Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai
hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada
yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam,
dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat,
secara psikologis, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan

maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan
segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan
kemampuannya’ sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,
dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat
Pemohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan

mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti
lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum
Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan
dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon
sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa
apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki
dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang
lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534
K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu
dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah
meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri

apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.
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Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka
perceraian antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dilihat dari siapa

penyebab percekcokan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Bagarah ayat 227
ooz 3 LETT T 2 T
}QLC,E‘-AL'- .;_J;L"J.Jﬁ.hj'- '-j.aﬁul_g

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130
PR 1] S VE R P R R ST

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan
kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah
Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah
memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (1) Undang — Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan
permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf Kompilasi
Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum

angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon
merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal
114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan
Termohon adalah talak raj’i sebagaimana yang tercantum dalam amar

putusan ini;
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Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon
dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi

adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana
Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya maka berdasarkan Pasal
71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang — Undang Nomor 50 Tahun 2009
bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan
putus sejak ikrar talak diucapkan, dimana penetapan tersebut dikirim kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan

pencatatan sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang —
Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kelalaian pengiriman tersebut, menjadi
tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang
ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami
atau istri atau keduanya, maka Majelis Hakim memerintahkan Penitera
Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan ikrar talak

tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani
untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan

berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;
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MENGADILI

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari tanggal Masehi. bertepatan dengan tanggal
Hijriyah. Oleh kami Yunadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, dan Risman Hasan,
S.HI.LMH serta Nurlaini M Siregar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari tanggal Masehi. bertepatan dengan tanggal Hijriyah. oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi
Hamdani Lubis, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa

hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Risman Hasan, S.HI.MH Yunadi, S.Ag
Hakim Anggota,
ttd

Nurlaini M Siregar, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd
Rivi Hamdani Lubis, SHI
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Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses . Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp170.000,00
Biaya PNBP panggilan Penggugat . Rp 10.000,00
Biaya PNBP panggilan Tergugat . Rp 10.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai :  Rp 6.000,00

Jumlah : Rp286.000,00
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